Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Ketidakselarasan Norma dalam Sistem Hukum Kekayaan I ntel ektual

dan Sistem Hukum Pemajuan Kebudayaan_Terkalt Pelindungan
aoresu Budaya Tradisional = Discrepancies of Norms between the

Intellectual Property Law System and the Cultural Advancement Law

System Regardl ng the Protection of Traditional Cultural Expressions

Muhammad Al Muhammad, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=9999920529863& | okasi=lokal

Dewasaini pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022
Tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan perangkat hukum pelindungan Ekspresi Budaya
Tradisional. Adanya keterkaitan erat antara pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan rezim
pemajuan kebudayaan mengakibatkan perlunya perhatian lebih atas sinkronasi norma-norma hukum yang
dimuat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. K etidaksel arasan norma dalam sistem hukum
kekayaan intelektual dan sistem hukum pemajuan kebudayaan terkait pelindungan Ekspresi Budaya
Tradisional, implikas ketidakselarasan, dan upaya yang dapat dilakukan atas ketidaksel arasan merupakan
hal akan dibahas di dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif
dengan fokus penelitian menganalisis taraf sinkronasi horizontal peraturan perundang-undangan. Dapat
diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat ketidakselarasan dalam normainventarisasi dan
pemanfaatan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 dengan Undang Undang
Pemajuan K ebudayaan serta peraturan perlaksananya. Dalam ketentuan inventarisasi, ketidakselarasan
terjadi pada norma yang mengatur keterlibatan subjek-subjek untuk melakukan inventarisasi atas Ekspresi
Budaya Tradisional. Sedangkan ketidakselarasan norma dalam ketentuan pemanfaatan, terletak pada subjek
yang terikat dalam perizinan, subjek yang berwenang mengeluarkan perizinan, dan pedoman terkait
mekanisme dan tatacara pemberian perizinan maupun pembagian manfaat. Apabila ditinjau melalui asas
kepastian hukum, maka ketidaksel arasan normayang terjadi berdampak pada ketidakjelasan, keraguan,
kontradiktif, dan ketidakdapatl aksanaan peraturan perundang-undangan. Untuk mengurangi dampak yang
terjadi, pemerintah sepatutnya melakukan pengkajian ulang terhadap tiap-tiap regulasi hukum yang
memberikan pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Selain itu, mengingat keterlibat seluruh
lapisan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pelindungan Ekspresi Budaya tradisional, sudah
sepatutnya pemerintah mengikutsertakan pihak-pihak tersebut dalam upaya pelindungan terhadap Ekspresi
Budaya Tradisional melalui salah satu mekanisme yaitu Triple Helix Collaboration.

...... The Indonesian government has recently enacted Government Regulation Number 56 of 2022
concerning Communal Intellectual Property, which serves as alegal framework for the protection of
Traditional Cultural Expressions. The close relationship between the protection of Traditional Cultural
Expressions and the cultural advancement regime necessitates increased attention to the synchronization of
legal norms contained in each legiglation. Discrepancies of Norms between the Intellectual Property Law
System and the Cultural Advancement Law System Regarding the Protection of Traditional Cultural
Expressions, itsimplications, and possible efforts to address such inconsistency are the subjectsto be
discussed in this thesis. The research methodology employed in this study isjuridical-normative, with a
research focus on analyzing the level of horizontal synchronization of legidlative regulations. From this
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research, it can be concluded that there is discrepancies of Norms within the provisions of inventory and
utilization stated in Government Regulation Number 56 of 2022, as well as the Cultural Advancement Act
and itsimplementing regulations. In the inventory provisions, discrepancies occurs in the norms governing
the involvement of subjects in inventorying Traditional Cultural Expressions. Asfor the utilization
provisions, disharmony arises in the subjects bound by licensing, the authorities responsible for issuing
licenses, and the guidelines related to licensing procedures and benefit distribution. When examined through
the principle of legal certainty, the discrepancies of norms that occurs leads to ambiguity, doubt,
contradictions, and the non-implementation of legislative regulations. To mitigate the resulting impacts, the
government should conduct a reassessment of each legal regulation that provides protection for Traditional
Cultural Expressions. Furthermore, considering the involvement of all layers of society iscrucial to the
success of protecting traditional cultural expressions, it is appropriate for the government to involve these
partiesin the efforts to protect Traditional Cultural Expressions through mechanisms such as Triple Helix
Collaboration.



